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Gambar 1.1

Struktur Organisasi Inspektorat Kota Pontianak
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3. Tugas Pokok dan Fungsi

Sedangkan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan adalah sebagai
berikut :

Inspektur :

Tugas Pokok Inspektur adalah memimpin dan mengkoordinasikan program
kerja Inspektorat yaitu merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pembinaan
dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah. Sedangkan Fungsinya adalah sebagai berikut :

1) Penetapan program kerja di bidang pengawasan pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan sebagai bahan pelaksanaan tugas;

2) Perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

3) Pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan di bidang pembinaan dan pengawasan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4) Pengendalian kegiatan di bidang pembinaan dan pengawasan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

5) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang

pengawasan;
















Tabel 1

o

Pegawai Berdasarkan Jabatan

Golongan Pendidikan

Eselon /
No Non SMA/

Eselon Ll mjiv|Jumiah | SD | SMP SLTA D2/3 | S1 | S2 | Jumlah
1. | Eselon i 1 1 1 1
2. | Eselon Il 5 5 1 4 5
3. | Eselon IV 2 2 2 2
4, | JFT 201 7 27 1 18 | 8 27
5. | Pelaksana 10 1 3 3 4 1 11

Jumilah 32| 14 46 3 4 25 1 14 46
Tabel 1.2

Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan menurut Gender

No g;';?‘g:‘ Laki-laki | Perempuan| Jumlah
1. | Golongan IV 7 7 14
2. | Golongan iif 15 17 32
3. | Golongan Il
4. | Golongan |
Jumiah 22 24 46
Tabel 1.3

Pegawai Berdasarkan Eselon/Fungsional menurut Gender

No Eselon Laki-laki | Perempuan| Jumiah
1. | Eselon | 0
2. | Eselon Il 1 1
3. | Eselon llI 3 2 5
4. | Eselon IV 2 2
5. |JFT 15 12 27
6. | Pelaksana 4 7 11
Jumiah 22 24 46




Tabel 1.4
Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Gender

No Jabatan Laki-laki | Perempuan | Jumiah
1. | Auditor Ahli Madya 1 1 2
2. | Auditor Ahli Muda 3 7
3. | Auditor Ahli Pratama 2 5
4. | Auditor Penyelia - 1 1

Pengawas
> Pemerintahan Madya 2 ‘ .
5 Pengawas i 1 1
| Pemerintahan Muda
Pengawas
7. | Pemerintahan 4 2 6
Pertama
Jumilah 15 12 27

Dalam rangka meningkatkan mutu pengawasan, maka terus dilakukan upaya-
upaya peningkatan profesionalisme Sumber Daya Aparatur Pengawasan melalui
berbagai pendidikan dan pelatihan, Bimbingan Teknis, Kursus, Workshop, Seminar,
Lokakarya dan sejenisnya.

5. Sumber Daya Keuangan

Untuk menjalankan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Inspektorat Kota
Pontianak didukung dengan sumber daya anggaran yang ditetapkan dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.
16.169.429.961 dan setelah perubahan DPA menjadi sebesar Rp. 16.829.934.808.
Adapun Rincian Pemenuhan Mandatory Spending Anggaran Pengawasan dapat
dilihat pada Tabel berikut




Tabel 1.5

Pemenuhan Mandatory Spending Anggaran Pengawasan
Inspektorat Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024

Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Total Belanja Daerah Rp.2.015.442.319.264 | Rp.2.366.803.473.410,00
(APBD) )
Total Belanja (Pagu) Rp.16.169.429.961 Rp.16.829.934.808
Inspektorat

Total Belanja Gaji dan
Tunjangan Inspektorat

Rp.8.372.939 961

Rp.9.033.444 808

Total Belanja Pengawasan Rp.7.796.490.000,00 Rp.7.796.490.000
Persentase Anggaran 0,39 % L 0,33 %
Pengasawan
Persendase Mandatory 0,50 % 0,50 %
Spending

' Terpenuhi/Tidak Terpenuhi Tidak Terpenuhi Tidak Terpenuhi

6. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang

kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya,
Inspektorat Kota Pontianak didukung oleh sarana dan prasarana penunjang kegiatan
antara lain :

1)

2)

3)

Tanah
Tanah yang dimiliki Inspektorat tidak ada.

Gedung dan Bangunan

Bangunan Inspektorat, Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencna, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) terletak di Jalan Rahadi
Oesman Nomor 3 Pontianak berlantai lll. Lantai Dasar dan Lantai | digunakan
BKPSDM, Lantai |l IV digunakan
DP2KBP3A.

merupakan gedung bersama antara

digunakan Inspektorat dan Lantai

Peralatan dan Mesin yang terdiri dari :

» Alat Besar







BAB I
PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi Kota Pontianak
1. Visi

Visi adalah pandangan jauh ke depan, terkait arah dan bagaimana instansi
pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten, antisipatif, inovatif, dan
produktif. Visi ini merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan
masa depan, yang berisikan cita dan citra yang hendak diwujudkan oleh instansi
pemerintah. Penetapan visi diperlukan untuk memadukan gerak langkah setiap
unsur organisasi dan masyarakat untuk mengarahkan dan menggerakkan segala
sumber daya yang ada, untuk menciptakan visi Kota Pontianak.

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022,
Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pontianak Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi
misi RPJPD Tahun 2005-2025. Visi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Pontianak Tahun 2005-2025 adalah

“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan Terdepan di
Kalimantan Tahun 2025".

2. Misi

Misi merupakan pernyataan apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi di
masa depan. Misi merupakan Langkah-langkah dan strategi yang diambil untuk
mencapai tujuan jangka Panjang. Misi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Pontianak Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam lima misi pembangunan yakni sebagai
berikut :

Misi Pertama Mewujudkan masyarakat berwawasan kebangsaan yang
sehat, cerdas, berbudaya dan berahlak mulia
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2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dengan
indikator sasaran dan target sebagai berikut :

a) Level Kapabilitas APIP, ditargetkan sebesar Level 3

Penilaian Level Kapabilitas APIP berdasarkan Peraturan BPKP Nomor
8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah.
Penilaian dilakukan dengan cara mengukur pemenuhan pernyataan
dalam Key Process Area (KPA) dari 6 (enam) elemen dengan 93
pemyataan untuk Tingkat Kapabilitas APIP menuju Level 3. Keenam
elemen yang harus dibangun adalah : Peran dan layanan; Pengelolaan
Sumber Daya Manusia; Praktik Profesional; Akuntabilitas dan
Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi; dan Struktur
Tata Kelola. Pada dasarnya level Kapabilitas APIP merupakan indikator
untuk menilai APIP sehingga diharapkan mampu meningkatkan
kompetensi APIP dari segala elemen penilaian dalam melaksanakan
tugas pengawasan dan pembinaan untuk mendukung tercapaianya
tujuan Inspektorat Kota Pontianak.

b) Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti Rekomendasi
Hasil Asistensi Manajemen Risiko, ditargetkan sebesar 80%

Manajemen Risiko merupakan bagian dari SPIP Terintegrasi yang
memiliki kontribusi signifikan dalam menjamin tercapainya tujuan
organisasi. Adanya manajemen risiko yang baik akan semakin
meminimalisir risiko dan semakin memberikan jaminan bagi sebuah
organisasi dalam mencapai tujuannya. Inspektorat Kota Pontianak
telah melakukan reviu terhadap manajemen risiko Perangkat Daerah.
Oleh karena itu dengan ditindaklanjutinya rekomendasi hasil reviu
manajemen risiko oleh Perangkat Daerah diharapkan mampu
berkontribusi terhadap pencapaian tujuan Inspektorat Kota Pontianak.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
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dengan anggaran Rp. 1.243.325.500,00 dan realisasi Rp 1.026.440.500,00 per 31
Desember 2024. Terdapat sisa anggaran sebesar 17,44% atau Rp. 216.885.000,00.

Indikator Nilai Maturitas SPIP dicapai melalui Program Perumusan Kebijakan,
Pendampingan & Asistensi dengan anggaran Rp. 1.529.070.000,00 dan realisasi Rp
1.420.869.214,00. Terdapat sisa anggaran sebesar 7,08% atau Rp. 108.200.786,00.

b. Analis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
Tabel 3.4

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No Program mmw Target Realisasi
1 | Penyelenggaraan | Persentase nilai 31,25% 25%
| Pengawasan evaluasi LAKIP | (10PD) (8 PD)
Perangkat Daerah |
dengan kategori
memuaskan
2 | Program \ Nilai Maturitas SPIP 3.4 34
Perumusan
Kebijakan,
Pendampingan &
Asistensi |

a) Persentase nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori

memuaskan

Indikator kinerja ini ditunjang oleh pelaksanaan program, kegiatan dan sub
kegiatan sebagai berikut.

Program Penyelenggaraan Pengawasan
1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
a. Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
¢ Indikator Jumiah Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah
Daerah

« Indikator Capaian Jumlah Laporan Hasil Evaluasi SPIP
b. Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja
* Indikator Jumlah Laporan Hasil Reviu LAKIP
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Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Tahun 2024 dengan Target Jangka
Menengah pada Renstra Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024 s.d. 2026 dapat
dilihat pada Tabel 3.6 sebagai berikut.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Tahun 2024 terhadap
Target Jangka Menengah pada Renstra Tahun 2024 s.d. 2026

Target Jangka Realisasi
No | Indikator Kineria | Menengah Renstra | Kinerjas.d. | Keterangan
Tahun 2024 5.d. 2026 | Tahun 2024

1 | Persentase nilai 31,25% 25% Tidak Tercapai
evaluasi LAKIP (10 PD) (8 PD)
Perangkat Daerah
dengan kategori
memuaskan

2 | Nilai Maturitas 3,4 34 Tercapai
SPIP

4. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Tahun 2024 dengan Standar
Nasional

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak nomor 8 Tahun 2008 tentang
Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota
Pontianak bahwa Pemerintah Kota Pontianak melaksanakan 31 bidang urusan
pemerintahan yang diserahkan pemerintah kepada daerah disertai dengan sumber
pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana serta kepegawaian.

Dalam urusan pemerintahan tersebut tugas dan fungsi Inspektorat Kota
Pontianak tidak termasuk dalam urusan pemerintahan yang diserahkan pemerintah
kepada daerah sehingga indeks kinerja Inspektorat Kota Pontianak tidak memiliki
standar nasional sebagaimana urusan pemerintahan wajib dan pilihan.

Namun demikian dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Kota
Pontianak berpedoman pada Kebijakan Pengawasan dan Standar Pelayanan
Minimal yang telah mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan reformasi Birokrasi nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar

Pelayanan.
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Namun demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Pontianak pada tahun 2024
telah didukung dengan anggaran yang cukup sehingga mampu merealisasikan
tugas-tugas pengawasan. Adapun langkah-langkah perbaikan agar perencanaan
lebih sesuai dengan kebutuhan rill sehingga dapat memaksimalkan penyerapan,
maka telah dilakukan koordinasi di internal Inspektorat Kota Pontianak termasuk
survei ke pihak ketiga seperti survei belanja modal, penyelenggaraan diklat dan
rencana sosialisasi/bimtek atau workshop dengan harapan kinerja keuangan pada
tahun berikutnya dapat lebih baik.
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Tabel 3.8
Pagu dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas
Inspektorat Kota Pontianak 2024

KEGIATAN
INDIKATOR
SASARAN KINERJA TARGET | REALISASI | CAPAIAN PROGRAM ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
STRATEGIS | outcomey | %) ] sU weoaran | momator TARGET ReLsasi [ CADAAN (Re) (Re) (%)
Meningkainya | Persentase | 31.25% 25% B0% | Penyelenggaraan Kegiatan Persentass 100 % 100 % 100,00 | 855375500 | 795585500 5299
nilai evaluasi | nilai svaluasi | (10 PD) (8 PD) Pengawasan Penyelenggaraan | terselenggaranya
LAKIP LAKIP Perngawasan pengawasan
Perangkat Perangkat Intamal internal
Casrah Dasrah
dengan dengan
kategori kategori
mamuaskan memuaskan
Pengawasan Jumiah laporan k) Lap ar Lap 100,00 348 .650.000 307 .390.000 aeavy
Kinerja hasil
Pemerintah pangawasan
Daemah kinerja
Pemerintah
Daerah
Pengawasan Jumiah laporan 44 Lap 44 Lap 100,00 182.735.000 182 350.000 Ba. 78
Keuangan hasil
Pemerintah Pengawasan
Daerah keuangan
Parmerintah
Dasrah
Reviu Laporan Jumlah Laporan | 128 Lap 129 Lap 100,00 9.420.000 7.990.000 84,82
kinerja hasil Reviu
Laporan kinerja
Reviu Laporan Jumilah Laporan ;| Lap 1 Lap 100.00 18.740.000 18.435.000 88,37
kauangan hasil Reviu
Laporan
keuangan
Kerjasama Jumiah laporan 2 | Kesepakatan | 1 Kesepaketan 50.00 5.730.500 5.730.500 100,00
peangawasan kerasama
intarnal pengawasan
internal
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KEGIATAN
ShsARAN i TARGET | REALISASI | CAPAIAN | progaau =8 iy | ANGGARAN | REAUSASI | CAPAIAN
TEGIS | ouTcome (%) %) -:.ﬁu Eﬁp#z INDIKATOR TARGET REALISASI EE: (Rp) (Rp)
= “Monitoring dan Jumish laporan | B Dok 8 Dok 100,00 | 200.100.000 | 273.480.000 04,27
tindak lanjut hasil rekomendasi
pemeriksaan hasil
BPK-RI dan pemeriksaan
tindak lanjut hasil BPK dan APIP
pemernksaan yang
ARIP ditinda ldanjuti
Kegiatan Persentase 100 B 100 % 100,00 387.850.000 231.055.000 589,56
Panyelenggaraan | terselenggaranya
Pangawasan pangawasan
Dengan Tujuan dengan tujuan
Tertentu tartentu
Pananganan Jumiah laporan 2 Lap 2 Lap 100,00 201 880.000 65.870.000 32,66
penyelesaian hasil
kerugian Penanganan
Negara/Daerah penyelesaian
kerugian Daerah
Pengawasan Jumiah laporan 20 Lap 20 Lap 100,00 188 260.000 185.185.000 BB6S
dengan tujuan hasil
tertentu Pangawasan
dengan tujuan
terentu
Meningkatnya Mitai Skor3 4 Skor 34 100% Program Kegiatan Persantasa 100 [ 100 % 100,00 6.050.000 §,500.000 80.91
Maturitas Maturitas Perumusan Parurmusan Teraksananya
Sistem SPIP Kabijakan, Kebijakan Kegiatan
Pengendalian Pendampingan & Teknis  di Perumusan
Intern Asistensi Bidang Kebijakan
Pemerintah Pangawasan Teknis di
(SPIP) Dan Fasilitasi Bidang
Terintegrasi Pengawasan | Pengawasan dan
Fasilitasi
Pangawasan
Perumusan Jumiah dokumen 2 | Rekomendasi | 2 | Rekomendasi 100,00 3.025.000 3.025.000 100,00
Kabijakan perumusan
Taknis di Kebijakan
Bidang Teknis di
Pengawasan Bidang
Pengawasan
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KEGIATAN

T ANGGARAN REALISASI CAPALAN
s oy | momaTor TARGET REALISASI n!ﬂsE (Re) (Rp) %)
Perumusan Jumiah aparatur 4 Rekomendasi 4 Rekomendasi 100,00 3.025.000 2475000 81,82
Kabijakan Teknis pengawasan
di Bidang yang mengikuti
Fasilitasi diklat sarta
Pangawasan bimtek minimal
120 pmitahun
per APIP, jumiah
kegiatan dan
Jumiah dokumen
dokurnen
perumusan
kebijs kan tehnis
dibidang fasiitas:
pengawasan
Keglatan Persentase 100 ] 100 % 100,00 1.523.020.000 | 1.415369.214 9293
Pendampingan terlaksananya
dan Asistensi kegiatan
pendampingan
dan perumusan
Pendampingan Jumlah 1 PD 1 PD 100,00 27 020.000 9.800.000 3627
dan asitensi dokumenfaporan
urusan hasil
Pemerintahan pendampingan
Dasrah dan asitensi
urusan
Pemerintahan
Daerah
Pendampingan, Jumiah 3z PD 32 PD 100,00 458 655.000 406 363.414 88,60
asistensi, dokumenflaporan
verifkas dan hasil
panilaian pendampingan,
reformasi asistensi,
birokrasi varifkasi dan
penilaian
reformasi
birokrasi
Koordinasi, Jumiah 8 Keg B Keg 100,00 B35,755.000 628.350.000 98,84
monitoring dan | dekumenflaporan
evaluasl ssrs hasil koordinasi,
varifikasi monitoring dan
pencegahan dan evaluasi sera
pemberantasan varifikasi
konipsl pencegahan dan
pemberantasan
konipsi
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KEGIATAN
INDIKATOR
SASARAN KINERJA TARGET | REALISASI | CAPAIAN PROGRAM ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
STRATEGIS | syrcomgy | ™ %) ) n:ﬂmﬂ:mﬂ“ﬂ___—: INDIKATOR TARGET REALISASI nh_-ﬁh_i___ (Rp) (Rp) %)
Pendampingan, Jumiah 2 PD 2 PD 100,00 401 590.000 370.815.800 89234
asistens dan dokumen/laporan
verifikasi pendampingan,
penegaka asistensi dan
integritas. verifikasi
penegakan
Iintegritas




BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian capaian kinerja yang telah dijelaskan dapat disimpulkan
sebagai berikut

1. Indikator kinerja yang telah mencapai target

a) Realisasi Skor Maturitas SPIP pada tahun 2023 sebesar Skor 3,4 telah
mencapai target yang ditetapkan yaitu pada target Skor 3,4.

2. Indikator kinerja yang belum mencapai target

a) Berdasarkan hasil evaluasi LAKIP Perangkat Daerah hanya terdapat 8 dari
32 Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan (Nilai A) sehingga
capaian indikator ini sebesar 25% tidak mencapai target yang ditetapkan
yaitu sebesar 31,25% (10 PD) dengan kategori memuaskan (nilai A).

B. Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja

a) Merekap Rekomendasi Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah, Hasil
Evaluasi SPIP terintegrasi dan Hasil Reviu Manajemen Risiko Perangkat
Daerah kemudian melakukan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut
terhadap rekomendasi tersebut dan memastikan agar semua rekomendasi
ditindaklanjuti dengan harapan adanya peningkatan nilai Evaluasi LAKIP
Perangkat Daerah, Nilai Evaluasi SPIP terintegrasi dan semakin
berkualitasnya Manajemen Risiko Perangkat Daerah

Demikian Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024 sebagai
bentuk pertanggungjawaban atas akuntabilitas kinerja tahun 2024.

Pontianak, 6 Januari 2025
Inspektur Kota Puntianak,‘

Pembina Utama Muda
NIP. 19680606 199503 2 003
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian capaian kinerja yang telah dijelaskan dapat disimpulkan
sebagai berikut

1. Indikator kinerja yang telah mencapai target

a) Realisasi Skor Maturitas SPIP pada tahun 2023 sebesar Skor 3,4 telah
mencapai target yang ditetapkan yaitu pada target Skor 3 4.

2. Indikator kinerja yang belum mencapai target

a) Berdasarkan hasil evaluasi LAKIP Perangkat Daerah hanya terdapat 8 dari
32 Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan (Nilai A) sehingga
capaian indikator ini sebesar 25% tidak mencapai target yang ditetapkan
yaitu sebesar 31,25% (10 PD) dengan kategori memuaskan (nilai A).

B. Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja

a) Merekap Rekomendasi Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah, Hasil
Evaluasi SPIP terintegrasi dan Hasil Reviu Manajemen Risiko Perangkat
Daerah kemudian melakukan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut
terhadap rekomendasi tersebut dan memastikan agar semua rekomendasi
ditindaklanjuti dengan harapan adanya peningkatan nilai Evaluasi LAKIP
Perangkat Daerah, Nilai Evaluasi SPIP terintegrasi dan semakin
berkualitasnya Manajemen Risiko Perangkat Daerah

Demikian Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024 sebagai
bentuk pertanggungjawaban atas akuntabilitas kinerja tahun 2024.

Pontianak, 6 Januari 2025
Inspektur Kota Pontianak,

T

Pembina Utama Muda
NIP. 19680606 199503 2 003
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Lampiran:

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : Inspektorat Kota Pontianak

Tahun Anggaran . 2024

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Target Realisasi %
1 [Penyelenggaraan Pengawasan |Persentase nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah 31,25% 25% 80

dengan kategori memuaskan (10 PD) (8 PD)
2 |Program Perumusan Kebijakan, [Nilai Maturitas SPIP 3.4 3,4 100
Pendampingan & Asistensi
Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2024 Rp 2.772.395.500
Jumlah Realisasi Anggaran Strategis Tahun 2024 Rp 2.507.299.714

Pontianak, Januari 2025

» INSPEKTUR KOTA PONTIANAK ,f

Pembina Utama Muda
NIP. 19680606 199503 2 003




Lampiran:

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : Inspektorat Kota Pontianak
Tahun Anggaran 1 2024
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Target Realisasi %
1 |Penyelenggaraan Pengawasan |Persentase nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah 31,25% 25% 80
dengan kategori memuaskan (10 PD) (8 PD)
2 |Program Perumusan Kebijakan, |Nilai Maturitas SPIP 3,4 34 100
Pendampingan & Asistensi

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2024
Jumlah Realisasi Anggaran Strategis Tahun 2024

Rp 2.772.395.500
Rp 2.507.299.714

Pontianak, Januari 2025

INSPEKTUR KOTA PONTIANAK

Ramaae S
YAY ULIDIA, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680606 199503 2 003




